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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 22 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH 

ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisien dan 

efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu 

standarisasi proses penerimaan peserta didik baru 

pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajad; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru  Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Dan Sekolah Menengah Kejuruan, menegaskan 

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun 

dalam bentuk kebijakan daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa; 

 

 

 

 

S A L I N A N 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5234); 

  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  229, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  

Nomor 5362); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5670); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

  8. Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  

tentang  Guru  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2008  Nomor  194,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana  

telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  

19  Tahun  2017  tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017  

Nomor  107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6058; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor  195); 

  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana 

Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 

Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah 

Aliyah (SMA/MA)(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun  2007 Nomor 28); 

  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana 

untuk Sekolah Menengah Kejuruan / Madarasah 

Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun  2007 Nomor 20); 

  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  

64  Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan 

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 960); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  16. Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 

82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak kekerasan di lingkungan 

Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor  101); 
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  17. Peraturan Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Pengenalan lingkungan  

sekolah bagi siswa baru (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor  1072); 

  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

955); 

  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  

75  Tahun  2016  tentang  Komite Sekolah (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor 

2117); 

  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1918); 

  21 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  

3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan 

Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun  2018  Nomor 136); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH 

ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH 

LUAR BIASA 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

 

 



6 
 

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

5. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 

dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat 

atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP; 

6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 

dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat 

atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP; 

7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah 

Luar Biasa (SLB). 

8. Satuan pendidikan khusus jalur formal yang selanjutnya disingkat SLB 

adalah TKLB/RALB, SDLB/MILB, SMPLB/MTsLB, MALB/MALB, dan 

SMKLB/MAKLB. 

9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah 

surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar 

Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori. 

10. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas; 

11. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar. 

12. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

13. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah 

kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah Menengah 

Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang 

memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan. 

14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 
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15. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena 

kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon 

peserta didik/siswa. 

16. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima 

sekolah sesuai ketersedian ruang kelas belajar di sekolah. 

17. Sistem online adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta 

didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri secara terkoneksi melalui jaringan internet. 

18. Sistem offline adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi 

penerimaan peserta didik baru secara manual. 

19. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi 

beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk 

pemerataan kualitas pendidikan. 

20. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang 

telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara 

kelompok pada bidang pendidikan. 

21. Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta  

didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat 

pendidikan yang lebih baik. 

22. Perpindahan tugas Orang tua/wali adalah perpindahan karena 

berpindahnya tempat kerja orang tua/wali calon peserta didik yang 

mengakibatkan harus pindah wilayah zona calon peserta didik. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan bagi warga Negara usia 

sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta 

mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam 

pelaksanaan PPDB bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik dalam  pelaksanaan  PPDB di Provinsi 

Kalimantan Utara. 
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Pasal 3 

PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: 

a. Tanpa Diskriminasi, bahwa PPDB  tidak membedakan  suku, ras, agama 

dan golongan; 

b. Obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta 

tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang; 

c. Transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat 

dan orang tua/wali calon peserta didik; 

d. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan baik proses, prosedur dan hasilnya; dan 

e. Berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun. 

 

BAB II 

PENYELENGGARA 

 

Pasal 4 

Penyelenggara PPDB terdiri atas: 

a. Penyelenggaraan PPDB tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan 

b. Penyelenggaraan PPDB tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. 

 

Pasal 5 

(1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan dan menetapkan panitia penyelenggaraan PPDB; 

b. Menetapkan petunjuk teknis PPDB; 

c. Melakukan pendataan, sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan 

PPDB; dan 

d. Melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pelaporan 

pelaksanaan PPDB. 

(2) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menetapkan panitia PPDB tingkat sekolah; 

b. Mempersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras pelaksanaan 

PPDB; 

c. Menerima pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima disatuan 

pendidikan; dan 

d. Melaporkan pelaksanaan PPDB tingkat sekolah kepada Kepala Dinas. 
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BAB III 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 6 

(1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender 

pendidikan. 

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan 

Juni setiap tahun.  

(3) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari 

tahap:  

a. pengumuman pendaftaran penerimaan  calon peserta didik  baru pada 

sekolah yang berangkutan yang dilakukan secara terbuka;  

b. pendaftaran;  

c. seleksi;  

d. pengumuman hasil; dan 

e. pendaftaran ulang; 

(4) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) 

huruf a paling sedikit memuat: 

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; 

b. tanggal pendaftaran; 

c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi atau 

jalur perpindahan orang tua/wali; 

d. Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data rombongan 

belajar  dalam daftar pokok pendidikan; dan 

e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi. 

(5) Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan proses seleksi khusus yang 

dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru. 

(6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d dilakukan dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. 

(7) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka 

melalui papan pengumuman dan media lainnya. 
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Pasal 7 

(1) Peserta didik berkebutuhan khusus adalah Peserta Didik yang memiliki 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, 

emosinal, mental dan intelektual dan/atau sosial. 

(2) Pendidikan khusus adalah merupakan pendidikan bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus yaitu yang memiliki tingkat kesulitan dalam 

mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial; dan/atau peserta didik yang memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa  

(3) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan 

melalui satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan reguler pada 

jalur pendidikan formal dan non formal. 

 

Pasal 8 

(1) Setiap satuan pendidikan menyampaikan  data  rencana daya tampung 

peserta  didik baru, 

(2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan 

belajar pada jenjang SMA, SMK, SLB ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Dinas. 

(3) Penetapan jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) 

rombongan belajar pada jenjang SMA, SMK, SLB dilakukan berdasarkan 

hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah ditetapkan 

melalui keputusan kepala sekolah. 

(4) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan 

dengan ketersediaan ruang belajar. 

 
Pasal 9 

 

(1) PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) pada jenjang SMA 

dilaksanakan berdasarkan zonasi. 

(2) Khusus untuk SMK dan SLB dalam setiap tahap pelaksanaan PPDB 

dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap 

pengumuman penetapan peserta didik baru. 
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Bagian Kedua 

Pelaksanaan Pendaftaran 

 

Pasal 10 

(1) PPDB dilaksanakan secara: 

a. Off line/luring/Reguler; dan 

b. On line/daring. 

(2) PPDB Off line/luring/Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  

a dilakukan dengan menggunakan format yang telah disediakan dan 

dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan. 

(3) PPDB secara online/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola 

data dan informasi yang dapat diakses melalui internet. 

(4) Penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB online/daring 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

 

Pasal  11 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 

a. zonasi;  

b. prestasi; dan  

c. perpindahan tugas orang tua/wali.   

(2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 

90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. 

(4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 

banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.  

(5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung 

Sekolah. 

(6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur 

pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu 

zonasi. 

(7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan 

domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat 

melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi 

domisili peserta didik. 

 



12 
 

Pasal 12 

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur 

zonasi atau jalur prestasi. 

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Calon Peserta Didik 

 

Pasal 13  

(1) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yaitu: 

a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 

tahun berjalan; 

b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain 

yang sederajat; dan 

c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat. 

(2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi 

keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus 

dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh). 

(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik 

yang berasal dari Sekolah di luar negeri. 

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Kepala Dinas. 

 

Pasal 14 

(1) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB, yaitu: 

a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk 

sekolah. 

b. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari 

desa/kelurahan. 

(2) Persyaratan calon peserta didik baru SDLB,yaitu: 

a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk 

sekolah; dan. 

b. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari 

desa/kelurahan. 
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(3) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMPLB, yaitu: 

a. Memiliki ijazah SDLB atau bentuk lain yang sederajat;dan 

b. Memiliki SHUN SDLB atau bentuk lain yang sederajat. 

(4) Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMALB,yaitu: 

a. Memiliki ijazah SMPLB atau bentuk lain yang sederajat;dan 

b. Memiliki SHUN SMPLB atau bentuk lain yang sederajat. 

 

Bagian Keempat 

Pengumuman  dan Pendaftaran Ulang 

 

Pasal 15 

(1) Pengumuan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara serentak dan 

terbuka. 

(2) Calon peserta didik baru yang lulus seleksi wajib melakukan pendaftaran 

ulang di sekolah tempat diterima. 

 

Bagian Kelima 

Petunjuk Teknis 

 

Pasal 16 

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik 

Baru SMA, SMK dan SLB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

 

BAB IV 

KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 

Pasal 17 

(1) Dinas dan pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan 

monitoring pelaksanaan PPDB. 

(2) Koordinasi dan monitoring sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. 

(3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir 

sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. 

(4) Satuan  Pendidikan  melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta  Didik  

Baru. 
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BAB V 

PENDANAAN 

 

Pasal  18 

Pembiayaan PPDB dibebankan pada Anggaran: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  

b. Sumber dana lain yang tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 19 

(1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB dari calon peserta didik atau 

orang tua/wali baik langsung maupun tidak langsung. 

(2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  20 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 21 Juni 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,         

                     ttd 

 IRIANTO LAMBRIE 

 

 

 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 21 Juni 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

                         ttd 

SURIANSYAH 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 22 

 

 

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

a.n Kepala Biro Hukum 
u.b Kepala Bagian Produk Hukum Daerah 

Kasubbag. Peraturan Kepala Daerah 

 
 

 

Iswandi Ibrahimsyah, SH, MH 
NIP. 197907112007011006 


